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        Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan

Komisi Yudisial (KY) Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023,

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional,

dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas  untuk  tahun yang  berakhir  sampai  dengan  31

Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa

kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi  ini  diberikan  terbatas  pada  hal-hal  yang  material.  Sesuatu

dipandang material, tidak hanya melihat besarannya, namun juga menyangkut salah

saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan

keuangan,  yang  mengandalkan  kepercayaan  pada  informasi  laporan  keuangan

dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang

terbaik,  representasi  berikut  ini  telah  kami  buat  kepada  Tim  BPK  RI  selama

pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;

2. Kami  telah menyediakan semua data  material  dan informasi  yang diperlukan

kepada Tim   BPK RI;

3. Semua  transaksi  yang  material  sudah  dicatat  dan  dilaporkan  dalam  laporan

keuangan;

4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam

laporan keuangan;
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5. KY  memiliki  hak penuh atas aset yang dimiliki,  dan tidak terdapat gadai atau

penjaminan atas aset tersebut;

6. Sampai dengan saat ini  kami tidak mengetahui  adanya tindakan pelanggaran

terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  dampaknya  perlu  diungkapkan  dalam

laporan keuangan;

7. Semua  kewajiban  material  sudah  dicatat  atau  diungkapkan  dalam  laporan

keuangan;

8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum

diungkapkan;

9. KY  telah  mematuhi  semua  aspek  perjanjian  kontrak  yang  akan  mempunyai

dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31

Desember  2023 yang belum dicatat  dan diungkapkan dalam catatan laporan

keuangan;

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah

atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang

dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang

melibatkan  pimpinan  atau  pegawai  yang  memiliki  peran  penting  dalam

pengendalian intern;

12. Kami  bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  dan  memelihara  sistem

pengendalian intern dalam penyusunan LK KY Tahun 2023;

13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan

diringkas  secara  memadai  untuk  memungkinkan  penyusunan  laporan

keuangan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  pemerintahan,  dan  aset  telah

dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan

atau pelepasan hak yang tidak sah; dan

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai

dengan  peraturan  perundangan-undangan yang  berdampak  langsung  dan

material terhadap laporan keuangan.

14. Kami  telah  menyampaikan  semua  kelemahan  signifikan  yang  ada  pada

perancangan  dan  pelaksanaan  pengendalian  intern  yang  dapat  berdampak

negatif terhadap kemampuan KY dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan

mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
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A. PENJELASAN UMUM 

 A.1. Dasar Hukum dan Peraturan 

Dasar Hukum 

dan Peraturan 

 

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan 

rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan 

Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan 

pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi 

keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan; 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan 

Akun Standar; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang 

Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 

Negara; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang 

Penilaian Kembali Barang Milik Negara; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup 

Kementerian/Lembaga; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali 

Barang Milik Negara; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang 

Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian 

Negara/Lembaga; 
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19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; 

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara; 

21. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 

tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar 

sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor 273/PB/2020 tentang Pemutakhiran 

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; 

22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2021 

tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; 

23. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang 

Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum 

Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran; 

26. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 

tanggal 29 Desember 2023 hal Pedoman Penyusunan dan 

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 

2023 (Unaudited); 

27. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/2024 tanggal 

12 Januari 2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL 

Tahun 2023 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan 

Keuangan Negara. 
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A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI 

Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan 

amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah 

direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi 

lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip 

demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan ”checks and 

balances” untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap 

pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga 

peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan. 

Visi Komisi Yudisial RI adalah “Menjadi Lembaga Kredibel untuk 

Akuntabilitas Hakim”. 

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim dan  

b. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi 

Publik. 

Kemudian Komisi Yudisial merumuskan tujuannya yaitu terwujudnya 

peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Untuk 

mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Komisi Yudisial maka dirumuskan 

lah sasaran strategis komisi yudisial Tahun 2020- 2024 sebagai berikut: 

a. Meningkatnya Integritas Hakim; 

b. Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal. 

Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, sesuai 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial Republik Indonesia, seperti gambar berikut: 
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Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI 

 

Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung 

Komisi Yudisial didaerah  pembentukan Penghubung Komisi Yudisial 

bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial: 

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim 

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran 

KEPPH secara tertutup 

d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. 
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Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa 

daerah, antara lain: 

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara 

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau 

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan 

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah 

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur 

6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur 

7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat 

8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan 

9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara 

10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat 

11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur 

12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku 

Kemudian tahun 2022 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor: 

01/AP.01.01/11/2021 yaitu menetapkan keputusan bahwa Pimpinan dan 

Anggota Komisi Yudisial menyetujui pembentukan 8 (delapan) kantor 

penghubung antara lain: 

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh 

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat 

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung 

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali 

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan 

6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara 

7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua 

8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat 

 

A.3.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (audited) ini merupakan laporan 

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi 

Yudisial RI.  Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 
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Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi 

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam 

penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. 

Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung 

pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, 

modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset 

tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber 

daya dan teknologi informasi. 

 

Basis 

Akuntansi 

A.4. Basis Akuntansi  

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan 

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas 

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 

Dasar 

Pengukuran  

A.5. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang 

diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.  
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Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset 

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.6. Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (audited) telah 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan 

akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut: 

 

Pendapatan-

LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara (KUN).  

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 

 

Pendapatan-

LO 

(2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas pendapatan dan 

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya 
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 ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi 

Yudisial RI adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai 

dilaksanakan  

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai 

dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat 

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan 

disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 

 

Belanja 

(3) Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus 

pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Beban 

 

(4) Beban 

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

 

Aset 

(5) Aset   

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 
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Aset Lancar 

 

a. Aset Lancar 

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas 

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan 

kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

• Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, 

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan 

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat 

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat 

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan 

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, 

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan 

membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut 

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan 

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Piutang 
Uraian Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. 
tanggal jatuh tempo 

0,5% 

Kurang 
Lancar 

Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan Pertama 
tidak dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan 
Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan Kedua 

tidak dilakukan pelunasan 

50% 

Macet 
Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan Ketiga 
tidak dilakukan pelunasan 

100% 
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Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang 

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan 

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. 

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal 

neraca dikalikan dengan  

a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  

b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  

c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh 

dengan cara lainnya 

 

 

Aset Tetap 

 

b. Aset Tetap 

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi 

sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan 

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah  yang  disebabkan  antara  lain  karena  aus, ketinggalan  

zaman,  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi  yang  makin  

berkembang,  rusak  berat,  tidak sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi 

ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset  tetap  yang  secara  

permanen  dihentikan penggunaannya,  dikeluarkan  dari  neraca  

pada  saat  ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.   
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Penyusutan 

Aset Tetap 

c. Penyusutan Aset Tetap  

Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset 

tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah;  

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);  dan Aset  Tetap  yang  

dinyatakan  hilang  berdasarkan  dokumen sumber sah atau dalam 

kondisi rusak berat dan/ usang yang  telah  diusulkan  kepada  

Pengelola  Barang  untuk dilakukan penghapusan. 

Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap dilakukan  setiap  

akhir  semester  tanpa  memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan  

Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan metode garis lurus yaitu 

dengan mengalokasikan nilai yang dapat  disusutkan  dari  Aset  Tetap  

secara  merata  setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  berpedoman Keputusan  

Menteri  Keuangan  Nomor  59/KMK.06/2013 tentang  Tabel  Masa  

Manfaat  Dalam  Rangka  Penyusutan Barang  Milik  Negara  berupa  Aset  

Tetap  pada  Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat 

adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun 
 

 

Piutang 

Jangka 

Panjang 

 

d. Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan 

direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 
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Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan 

nominal dan disajikan secara nilai yang dapat direalisasikan. 

 

Aset Lainnya 

 

e. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,  dan  

piutang jangka panjang.  Termasuk  dalam  Aset Lainnya  adalah  aset  tak  

berwujud,  tagihan  penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari  12 

(dua belas)  bulan, aset  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  (kemitraan),  

dan  kas yang dibatasi penggunaannya,  

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual.  

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu 

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode 

garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat 

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

Masa  Manfaat  Aset  Tak  Berwujud  ditentukan  dengan berpedoman  

Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor: 620/KM.6/2021  tentang  Masa  

Manfaat  Dalam  Rangka Amortisasi Barang Milik  Negara berupa Aset Tak 

Berwujud pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara umum  tabel  masa 

manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Software 4 Tahun 

Franchise 5 Tahun 

Lisensi, Hak Paten, Sederhana, Merk, Desain Industri, 

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

10 Tahun 

Hak Ekonomi, Lembaga  Penyiaran, Paten Biasa, 

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 

20 Tahun 
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Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Hak Cipta Karya Seni  Terapan, Perlindungan Varietas 
Tanaman Tahunan  

25 Tahun 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.  II,  Hak Ekonomi Pelaku 
Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram  

50 Tahun 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.  I 70 Tahun 

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari  

penggunaan  operasional  entitas,  disajikan  sebesar harga perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan. 

 

 Kewajiban 

(6) Kewajiban 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan 

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan 

Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung.  

  

Ekuitas  

(7) Ekuitas  

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam 
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 satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

dalam 

Penanganan 

Pandemi 

Covid-19 

(8) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi 

Covid-19 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan 

Pandemi Covid-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai berikut: 

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas 

beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi 

bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas 

akuntansi dan/atau entitas pelaporan; 

2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun 

menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 

 
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam 

penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat; 

4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan 

pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam 

penanganan pandemi Covid-19 secara memadai dalam catatan 

atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa; 

5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/atau entitas 

pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi 

belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 

sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari 

laporan keuangan. 

 



Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2023 (audited) 

 

 

 

- 24 - 
 

Catatan: 
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 

 

 

 

  

 
 

 

Capaian 

Output 

Strategis 

A.7 Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI  

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah 

dicapai oleh Komisi Yudisial RI sebagai berikut: 

 Tabel 1 
Capaian Output Stategis Komisi Yudisial  Tahun Anggaran 2023 

(dalam rupiah) 

No 

Kode 

Output 

Strategis 

Uraian 

Output 

Alokasi 

Anggaran  

(Rp) 

 

 

Alokasi Belanja 

 (Rp) 

Persentase 

Penyerapan 

Target 

Keluaran 

Realisasi 

Volume 

Keluaran 

Progres 

Capaian 

Output 

1 100.BH 

Indek 

Integritas 

Hakim 

34.005.542.000 32.741.450.529 96,28% 
Skor 

 7,68 
3.556 4.442 

2 100.WA 

Nilai 
Akuntabilitas 

Kinerja 

Lembaga 

143.200.811.000 141.700.878.409 98,95% 

Sangat 

Baik 

1.746 2.208 

Nilai Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Nilai A 

JUMLAH 177.206.353.000 174.442.328.938   

 

 

 

 

 

 

Refocussing 

kegiatan/ 

realoaksi 

anggaran PC 

PEN 

 

 

A.8 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output 

pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi 

Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN 

Penjelasan Refocussing kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 

sektor kesehatan, Komisi Yudisial RI melakukan refocussing 

kegiatan/realokasi anggaran dan tidak menggunakan anggaran untuk 

PC PEN: 
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Tabel 2 
Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2023 

No 
Kode 

Output 
Strategis 

Uraian 
Output 

Alokasi 
Anggaran 

(Rp) 

Alokasi 
Belanja (Rp) 

Presentase 
Penyerapan 

Target 
Keluaran 

Realisasi 
Volume 

Keluaran 

Progres 
Capaian 
Output 

- - - - - - - - - 
 

 

 

Refocussing 

kegiatan/ 

realokasi 

anggaran pada 

Komisi 

Yudisial R.I 

 

A.9 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial 

R.I 

Selama periode Tahun Anggaran 2023, Komisi Yudisial telah 

melakukan  refocusing kegiatan/realokasi anggaran sebanyak satu kali 

sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-557/MK.02/2023 

tentang Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari 

Blokir Automatic Adjustment TA 2023 sebesar Rp.1.824.909.000,00, 

dengan  PAGU awal semula Rp179.031.262.000,00 menjadi 

Rp177.206.353.000,00. 

Tabel 3 
Refocussing kegiatan/realokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 

Automatic Adjustment 
(S-1040/MK.02/2022) 

Blokir  
Belanja Pegawai 

 

Buka Blokir 
Belanja Pegawai 

 

Penyesuaian/ 

Pemotongan Belanja 
Pegawai 

14.322.501.000,00 1.824.909.000,00 - 1.824.909.000,00 
 

 

 

 

Rekonsiliasi 

Capaian 

Output Fungsi, 

Sub fungsi dan 

Prioritas 

Nasional  

Komisi 

Yudisial R.I 

A.10 Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Sub fungsi dan Prioritas 

Nasional pada Komisi Yudisial R.I 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang 

ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 

Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2023, pada Komisi Yudisial RI terdapat Alokasi Anggaran untuk 

Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII.  Selama 

periode Tahun Anggaran 2023, Komisi Yudisial R.I memiliki 4 (empat) 

kegiatan Prioritas Nasional dalam memperkuat stabilitas 
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polhukhankam dan transformasi pelayanan publik khususnya 

perbaikan sistem hukum pidana dan perdata. Berikut kegiatan dan 

capaian output yang telah dilaksanakan sebagai berikut; 
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Tabel 4 
Rekonsiliasi Capaian Output Fungsi, Subfungsi dan Prioritas Nasional Komisi Yudisial Tahun 2023 
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 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

 

C.1. Aset Lancar 

Aset Lancar 

Rp4.186.441.933,00 

Jumlah Aset Lancar Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.186.441.933,00 

dan Rp3.684.623.661,00. Aset Lancar merupakan aset yang 

diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk 

dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

 

 

Kas Lainnya dan 

Setara Kas 

Rp153.111.567,00 

     C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 

masing-masing adalah sebesar Rp153.111.567,00 dan Rp0,00  yang 

merupakan pembayaran pada pihak ketiga dan pajak yang dipungut 

oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan 

tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat 

beberapa kendala dalam proses penyetoran. 

Tabel 12 
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 

 (dalam rupiah) 

Pembayaran 
yang belum 
dilakukan 

kepada 
Pihak ke 

tiga 

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Total 

7.830.000 80.091.450 48.135.456 3.174.229 13.880.432 153.111.567 

 

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 

sebagai berikut: 

a. Pembayaran Dana Operasional Pimpinan senilai 

Rp7.830.000,00; 

b. Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp80.091.450,00; 

c. Pajak Penghasilan Pasal 21 senilai Rp48.135.456,00; 

d. Pajak Penghasilan Pasal 22 senilai Rp3.174.229; 

e. Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai Rp13.880.432,00. 

 

Belanja Dibayar 

Dimuka (Prepaod) 

     C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah Rp1.401.132.927,00 dan Rp1.090.342.841,00 
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Rp1.401.132.927,00 

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima 

dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah 

dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran 

tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. 

Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut: 

a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp187.210.691,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.  Sesuai Perjanjian Nomor: 

43/Perj/PPK-1.KY/01/2023 tanggal 15 Januari 2023  periode   

sewa 15 Januari 2023 s.d. 14 Januari 2025 sebesar 

Rp360.134.000,00; 

b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp68.959.172,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor  Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.  Sesuai Kontrak Nomor: 

457/SPK/PPK-1.KY/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023  periode   

sewa 15 Agustus 2023 s.d. 15 Agustus 2024 sebesar 

Rp111.000.000,00; 

c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.299.094,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Kontrak Nomor: 

470/SPK/PPK-1.KY/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023  periode  

sewa 21 Agustus 2023 s.d. 21 Agustus 2024 sebesar 

Rp154.170.000,00; 

d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp92.668.593,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sesuai Kontrak Nomor: 

571/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan 

periode sewa 02 Oktober 2023 s.d. 01 Oktober 2024 sebesar 

Rp123.333.500,00; 

e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp137.342.475,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 

616B/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023  periode  

sewa 18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2024 sebesar 
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Rp172.740.000,00; 

f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp142.187.725,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Jayapura Provinsi Papua. Sesuai Kontrak Nomor: 

618/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan 

periode sewa 18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2024 sebesar 

Rp178.834.000,00; 

g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp156.896.250,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung. Sesuai Kontrak Nomor: 

616A/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dengan 

periode sewa 18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2024 sebesar 

Rp197.333.400,00; 

h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.734.179,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Kontrak Nomor: 

625/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan 

periode sewa 20 Oktober 2023 s.d. 19 Oktober 2024 sebesar 

Rp123.333.500,00; 

i). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp114.065.584,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai Kontrak 

Nomor: 628/SPK/PPK-1.KY/10/2023 tanggal 21 Oktober 2023  

periode sewa 21 Oktober 2023 s.d. 20 Oktober 2024 sebesar 

Rp142.000.000,00; 

j). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp110.764.440,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Ambon Provinsi Maluku. Sesuai Kontrak Nomor: 

741/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 12 Desember 2023  periode   

sewa 12 Desember 2023 s.d. 11 Desember 2024 sebesar 

Rp117.167.000,00; 

k). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp99.391.792,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 
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No Jenis 
Per  

31 Desember 2023  

Per  

31 Desember 2022  

1 Barang Konsumsi 1.193.338.788,00 1.480.991.862,00 

2 Bahan untuk Pemeliharaan 192.859.800,00 124.187.800,00 

3 Suku Cadang 104.929.500,00  132.032.000,00  

4 Bahan Baku 21.602.700,00 14.013.500,00 

5 Barang Persediaan Lainnya untuk 

dijual atau diserahkan kepada 
Masyarakat 

987.758.000,00 541.530.300,00 

6 Persediaan Lainnya 131.708.651,00 301.525.358,00 

Jumlah  2.632.197.439,00 2.594.280.820,00 

703A/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 13 Desember 2023  periode  

sewa 13 Desember 2023 s.d. 12 Desember 2024 sebesar 

Rp104.834.000,00; 

l). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp94.612.932,00 terkait 

Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI 

di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai Kontrak 

Nomor: 703B/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 14 Desember 2023  

periode   sewa  sewa 14 Desember 2023 s.d. 13 Desember 2024 

sebesar Rp99.506.700,00. 

 

Persediaan 

Rp2.632.197.439,00 

 

C.1.3.  Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-

masing adalah sebesar Rp2.632.197.439,00 dan   Rp2.594.280.820,00. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah,dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:  

Tabel 13 
Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

(dalam rupiah) 
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Grafik 7 

Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

 

Dalam pencatatan persediaan Tahun 2023, terdapat persediaan usang 

Tahun Anggaran 2023 berupa obat-obatan senilai Rp73.264.908,00. 

Persediaan usang tersebut akan diusulkan penghapusan di Tahun 

2023, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.    

Tabel 14 
Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2023 

(dalam rupiah) 

No Jenis Unit Jumlah  

1 Kertas Fax 133 1.148.455,00  

2 Karbon Fax FA93A KX-FA57E 20 605.000,00  

3 HP Laserjet 6001 A Blue 6 4.989.600,00  

4 HP Laserjet 6002 A Yellow 3 2.494.800,00  

5 HP Laserjet 6003 A Magenta 4 3.326.400,00 

6 Toner Fax Panasonic KX-FAT92 8 2.879.800,00 

7 Folavit 400 100 185.060,00 

8 Metronidazole 181 45.793,00 

9 Favipiravir 3.070 52.190.000,00 

10 Rapid Tes vivadiag 30 5.400.000,00 

Jumlah 73.264.908,00 
 

 

Aset Tetap 

Rp385.931.728.517,00 

 

C.2 Aset Tetap 

Saldo Aset Tetap Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp385.931.728.517,00 

dan Rp378.672.119.876,00 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam 

kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Komisi Yudisial berupa 

Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan 

Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. 

1.193.338.788

192.859.800

104.929.500 21.602.700

987.758.000

131.708.651

1.480.991.862

124.187.800 132.032.000

14.013.500

541.530.300

301.525.358

Barang Konsumsi Bahan untuk
Pemeliharaan

Suku Cadang Bahan Baku Barang Persediaan
Lainnya untuk dijual

atau diserahkan kepada
Masyarakat

Persediaan Lainnya

31 Desember 2023 31 Desember 2022
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Tanah 

Rp286.397.482.630,00 

 

C.2.1. Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 

Rp286.397.482.630,00 dan  Rp282.466.804.200,00. 

Tabel 15 
Mutasi Tanah 

                                                                                                                   (dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 : 282.466.804.200,00 

Mutasi Tambah:   

Hibah Masuk : 70.259.500,00 

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) : 44.469.930,00 

Perolehan Lainnya : 3.815.949.000,00 

Koreksi Pencatatan : 197.825.000,00 

Mutasi Kurang:   

Koreksi Pencatatan  : (197.825.000,00) 

Saldo Per 31 Desember 2023 : 286.397.482.630,00 

Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 : 0,00 

Nilai Buku per 31 Desember 2023 : 286.397.482.630,00 

Mutasi Tanah: 

1. Mencatat Hibah Masuk dari Provinsi Jawa Tengah dengan Berita 

Acara Serah Terima Hibah Barang Nomor 030/0001826 dan 

Nomor: 01/BAST/SET/PK.02.01/02/2023 tanggal 07 Februari 

2023 berupa  tanah senilai Rp.70.259.500,00 dengan luas 

sebesar 354 m2 terletak di Jalan Pamularsih No.10 Kelurahan  

Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Mencatat Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai 

Rp44.469.930,00 berupa pekerjaan perapihan dan pengurukan 

Kantor Penghubung Kalimantan Barat sesuai  kuitansi nomor: 

680/K/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 15 November 2023; 

3. Mencatat Perolehan Lainnya dari Kementerian Keuangan sesuai 

BAST Nomor: BA-46/KN/2023 tanggal 06 Juni 2023 berupa 

tanah di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja 

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai 

Laporan Penilaian Nomor: Lap-0437/1/PRO-01/ 

KNL.0702/01.01.00/2023  Tanggal 28 Desember 2023 tanah 
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senilai 254m² senilai Rp3.815.949.000,00; 

4. Koreksi Pencatatan, tahun 2023 Komisi Yudisial melakukan 

pengurukan tanah di tanah Komisi Yudisial yang terletak di 

Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kota Tangerang, 

pada saat pencatatan kedalam Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap, 

tahun 2022 terdapat NUP baru. Tahun 2023 melakukan koreksi 

pencatatan sebesar Rp.197.825.000,00 dengan cara mengurangi 

di NUP yang baru dan mencatat di NUP yang sesuai dengan NUP 

tersebut. 

Tabel 16 
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023 

                                                                                                             (dalam rupiah) 

No Kode NUP Luas Nilai  

1 2.01.01.04.001 1 5.780 m² 270.849.552.000,00 

2 2.01.01.04.001 2 730 m² 1.808.956.000,00 

3 2.01.01.04.001 3 46 m² 3.415.915.000,00 

4 2.01.01.04.001 4 56 m² 3.370.089.000,00 

5 2.01.01.04.001 5 2.361 m² 708.300.000,00 

6 2.01.01.04.001 6 332 m²  2.358.462.130,00 

7 2.01.01.04.001 7 354 m² 70.259.500,00 

8 2.01.01.04.001 8 254 m² 3.815.949.000,00 

Jumlah 286.397.482.630,00 

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

1. Tanah seluas 5.780 m2 terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 

Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat; 

2. Tanah seluas 730 m2 terletak di Jalan Komplek Perumahan 

Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang 

Kota Tangerang; 

3. Tanah seluas 332 m2 terletak di Jalan Sultan Syarif 

Abdurrachman, Pontianak, Kalimantan Barat; 

4. Tanah seluas 2.361 m2 terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 

Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa 

Tenggara Timur; 

5. Tanah seluas 46 m2  terletak di Rumah Kantor Rich Palace 

Nomor H-11 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis 

Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 

6. Tanah seluas 56 m2  terletak di Rumah Kantor Rich Palace 
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Nomor H-12 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis 

Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 

7. Tanah seluas 354 m2  terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan 

Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah; 

8. Tanah seluas 254 m2  terletak  di Jalan Kartini Nomor 26-28, 

Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota 

Denpasar Provinsi Bali. 

 

 

Peralatan dan Mesin 

Rp56.649.772.150,00 

  

C.2.2.  Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Komisi Yudisial RI per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp56.649.772.150,00 

dan   Rp53.380.316.589,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 

Desember 2023 sebesar Rp10.287.004.523,00 setelah dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp46.362.767.627,00. 

Tabel 17 
Mutasi Peralatan dan Mesin 

(dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 : 53.380.316.589,00 

Mutasi Tambah:   

Pembelian  : 5.712.056.369,00 

Perolehan Lainnya : 2.750.000,00 

Mutasi Kurang: :  

Penghentian Aset Dari Penggunaan : (2.393.622.651,00) 

Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin : (31.228.157,00) 

Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan : (20.500.000,00) 

Saldo Per 31 Desember 2023 : 56.649.772.150,00 

Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 : (46.362.767.627,00) 

Nilai Buku per 31 Desember 2023 : 10.287.004.523,00 

Mutasi Tambah: 

a. Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023  senilai 

Rp5.712.056.369,00 sebagai berikut: 

1. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 

2/SPK/PPK-1.KY/03/2023 sesuai dengan SPM Tanggal 14 April 

2023 Nomor: 00137/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 17 April 2023 

Nomor: 231331301013920 sebesar Rp194.993.700,00; 

2. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 

306/SPK/PPK-1.KY/05/2023  sesuai dengan SPM Tanggal 04 
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Juli 2023 Nomor: 00266/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 06 Juli 

2023,  Nomor:  231331302011952 sebesar Rp523.400.000,00; 

3. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. BAST Nomor: 

285A/SPK/PPK-1.KY/04/2023 tanggal 10 April 2023,  sesuai 

dengan SPM Tanggal 07 Juli 2023 Nomor: 00270/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 07 Juli 2023,  Nomor: 231331301026198  

sebesar Rp10.000.000,00; 

4. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. BAST Nomor: 

137/SPK/PPK-1.KY/02/2023 tanggal 14 Februari 2023  sesuai 

dengan SPM Tanggal 07 Juli 2023 Nomor: 00270/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 07 Juli 2023,  Nomor: 231331301026198  

sebesar Rp11.000.000,00; 

5. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 

392/SPK/PPK-1.KY/07/2023 tanggal 13 Juli 2023, sesuai 

dengan SPM Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 00296/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 27 Juli 2023,  Nomor: 231331302013626  

sebesar Rp129.545.880,00; 

6. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 

263/SP/PPK-1.KY/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sesuai dengan 

SPM Tanggal 02 Agustus 2023 Nomor: 00321/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 04 Agustus 2023,  Nomor: 231331302014651  sebesar 

Rp1.368.276.600,00; 

7. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 

262/SP/PPK-1.KY/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sesuai dengan 

SPM Tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: 00331/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 15 Agustus 2023,  Nomor: 231331302015551  sebesar 

Rp817.984.400,00; 

8. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. sesuai dengan 

SPM Tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: 00332/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 15 Agustus 2023,  Nomor:231331301032615  sebesar 

Rp24.000.000,00; 

9. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 

419/SPK/PPK-1.KY/07/2023 tanggal 27 Juli 2023, sesuai 

dengan SPM Tanggal 14 Agustus 2023 Nomor: 

00362/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 28 Agustus 2023,  
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Nomor:231331302016547  sebesar Rp84.700.000,00; 

10. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPM Tanggal 07 September 2023 Nomor: 00379/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 07 September 2023,  Nomor: 231331301035484  

sebesar Rp32.120.000,00; 

11. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPM Tanggal 19 September 2023 Nomor: 00408/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 19 September 2023,  Nomor:231331301038035  

sebesar Rp126.100.000,00; 

12. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.A/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00387/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 05 Oktober 2023,  Nomor:231331301040467  

sebesar Rp87.995.000,00; 

13. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.B/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00388/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 05 Oktober 2023,  Nomor:231331301040468   

sebesar Rp162.829.000,00; 

14. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.C/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00389/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 05 Oktober 2023,  Nomor:231331301040469   

sebesar Rp112.160.000,00; 

15. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.D/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00390/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 05 Oktober 2023,  Nomor:231331301040470   

sebesar Rp113.044.000,00; 

16. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.E/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00435/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 09 Oktober 2023,  Nomor:231331301040903   

sebesar Rp164.605.012,00; 

17. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 
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SPK Nomor 344.F/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00436/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 09 Oktober 2023,  Nomor:231331301040904    

sebesar Rp109.150.630,00; 

18. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.G/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00437/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 09 Oktober 2023,  Nomor:231331301040894    

sebesar Rp141.936.403,00; 

19. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai dengan 

SPK Nomor 344.H/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 

2023  SPM Tanggal 05 Oktober 2023 Nomor: 00438/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 09 Oktober 2023,  Nomor:231331301040895    

sebesar Rp58.647.514,00; 

20. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I.,  SPM Tanggal 

12 Oktober 2023 Nomor: 00459/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 12 

Oktober 2023,  Nomor: 231331301042065 sebesar 

Rp8.500.000,00; 

21. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

kuitansi Nomor: 127/KWT/KCM/IX/2023 Tanggal 05 

September 2023,  SPM Tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: 

00459/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 12 Oktober 2023,  Nomor: 

231331301042065 sebesar Rp9.850.000,00; 

22. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

kuitansi Nomor: 631/K/PPK-1/10/2023  Tanggal 05 Oktober 

2023,  SPM Tanggal 27 Oktober 2023 Nomor: 

00481/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 27 Oktober 2023,  Nomor: 

231331301044965 sebesar Rp12.000.000,00; 

23. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

Kuitansi Nomor: 626/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 17 Oktober 

2023,  SPM Tanggal 29 November 2023 Nomor: 

00544/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 29 November 2023,  Nomor: 

231331301051506 sebesar Rp46.958.000,00; 

24. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

Kuitansi Nomor: 627/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 17 Oktober 
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2023,  SPM Tanggal 29 November 2023 Nomor: 

00544/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 29 November 2023,  Nomor: 

231331301051506 sebesar Rp49.278.450,00; 

25. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

Kuitansi Nomor: 636/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 24 Oktober 

2023, SPM Tanggal 29 November 2023 Nomor: 

00544/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 29 November 2023,  Nomor: 

231331301051506 sebesar Rp32.706.400,00; 

26. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Faktur 

Nomor: 012/SMS/FAK/IX/2023 Tanggal 08 September 2023,  

SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 01 Desember 2023,  Nomor: 231331701002276 

sebesar Rp26.725.000,00; 

27. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 446/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 09 Agustus 2023,  

SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 01 Desember 2023,  Nomor: 231331701002276 

sebesar Rp52.250.000,00; 

28. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 574/SPK/PPK-1.KY/10/2023,  SPM Tanggal 30 

November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 01 

Desember 2023,  Nomor: 231331701002276 sebesar 

Rp72.000.000,00; 

29. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

Kuitansi Nomor: 644/K/PPK-1.KY/10/2023 Tanggal 03 Oktober 

2023,  SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 

00539/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 01 Desember 2023,  Nomor: 

231331701002276 sebesar Rp50.172.000,00; 

30. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

kuitansi nomor: 027/KWT-MCP/VIII/2023, Tanggal 03 Agustus 

2023,  SPM Tanggal 06 Desember 2023 Nomor: 

00563/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 07 Desember 2023,  Nomor: 

231331301053380 sebesar Rp34.400.000,00; 

31. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor:  718/Perj/PPK-1.KY/11/2023 Tanggal 30 November 
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2023 SPM Tanggal 13 Desember 2023 Nomor: 

00627/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 15 Desember 2023,  Nomor: 

231331302029118 sebesar Rp345.975.000,00; 

32. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

Kuitansi Nomor:643/K/PPK-1.KY/10/2023, tangal 30 Oktober 

2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00627/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004005 sebesar Rp31.500.000,00; 

33. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 354/SPK/PPK-1.KY/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023,  

SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00627/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 231331701004005 

sebesar Rp105.500.000,00; 

34. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Faktur 

Nomor:064-FR/XI/CLA-2023, tangal 29 November 2023,  SPM 

Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00627/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 231331701004005 sebesar 

Rp8.250.000,00; 

35. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 468/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023,  

SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 231331701004041 

sebesar Rp62.700.000,00; 

36. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 807/SPK/PPK-1.KY/09/2023 Tanggal 25 September 

2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041 sebesar Rp49.617.000,00; 

37. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai Nomor 

Faktur: 180/Fak/RKU/XI/2023 tanggal 20 November 2023,  

SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 00634/KYRI/2023, 

SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 231331701004041 

sebesar Rp40.750.000,00; 

38. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai 

Kuitansi Nomor: 698/K/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 28 
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November 2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041 sebesar Rp38.437.080,00; 

39. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 728/SPK/PPK-1.KY/11/2023 tanggal 05 Desember 

2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041 sebesar Rp166.000.000,00; 

40. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 739/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 11 Desember 

2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041 sebesar Rp90.678.900,00; 

41. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 742/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 12 Desember 

2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041 sebesar Rp50.720.400,00; 

42. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I., sesuai SPK 

Nomor: 748/SPK/PPK-1.KY/12/2023 tanggal 18 Desember 

2023,  SPM Tanggal 31 Desember 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 31 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041 sebesar Rp54.600.000,00. 

b. Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023  senilai 

Rp2.750.000,00 pengadaan aset peralatan dan mesin pembeliannya 

menggunakan akun pemeliharan gedung dan bangunan. 

Tabel 18 
Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 

(dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Alat Bantu 12 71.692.547,00 

2 Alat Angkutan Darat Bermotor 5 2.186.261.000,00 

3 Alat Bengkel Bermesin 1 1.375.000,00 

4 Alat Bengkel Tak Bermesin 3 5.750.000,00 

5 Alat Kantor 53 414.754.442,00 

6 Alat Rumah Tangga 187 1.334.048.486,00 

7 Alat Studio 64 463.655.286,00 
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No Uraian Barang Unit Rupiah 

8 Alat Komunikasi 20 194.993.700,00 

9 Alat Kedokteran 4 68.000.000,00 

10 Unit Alat Laboratorium 15 144.992.924,00 

11 Unit Alat Laboratorium Kimia 

Nuklir 

2 4.363.386,00 

12 Alat Khusus Kepolisian 1 2.250.000,00 

13 Komputer Unit 5 76.254.620,00 

14 Peralatan Komputer 60 686.436.821,00 

15 Alat Kerja Penerbangan 3 8.250.000,00 

Jumlah 5.663.078.212,00 

 
Tabel 19 

Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 
 (dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Alat Kantor 20 10.139.792,00 

2 Alat Rumah Tangga 32 18.187.788,00 

3 Alat Khusus Kepolisian 2 133.970,00  

4 Peralatan Komputer  5 1.232.747,00 

5 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 2 1.533.860,00 

Jumlah 31.228.157,00 

 
Tabel 20 

Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 
 (dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Gedung dan Bangunan 1 20.500.000,00 

Jumlah 20.500.000,00 

 
Tabel 21 

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 
 (dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Alat Kantor 12 89.182.280,00 

2 Alat Rumah Tangga 146 775.072.666,00 

3 Alat Studio 14 159.399.300,00 

4 Alat Komunikasi 13 43.132.515,00 

5 Alat Kedokteran 1 1.835.000,00 

6 Unit Alat Laboratorium 1 3.500.000,00 

7 Alat Khusus Kepolisian 4 6.820.000,00 

8 Komputer Unit 102 1.053.612.310,00 

9 Peralatan Komputer 34 231.567.260,00 

10 Alat Kerja Penerbangan 5 29.501.320,00 

Jumlah 2.393.622.651,00 
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Gedung dan Bangunan 

Rp102.127.795.432,00 

C.2.3. Gedung dan Bangunan 

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah Rp102.127.795.432,00 dan Rp99.251.188.984,00. Nilai 

Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp87.231.803.848,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 

(Rp14.895.991.584,00). 

Tabel 22 
Mutasi Gedung dan Bangunan 

(dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022 99.251.188.984,00 

Mutasi Tambah: 0,00 

Pengembangan Nilai Aset Langsung 904.450.000,00 

Perolehan Lainnya 1.600.289.000,00 

Koreksi Pencatatan  371.867.448,00 

Mutasi Kurang: 0,00 

Saldo per 31 Desember 2023 102.127.795.432,00 

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (14.895.991.584,00) 

Nilai Buku Per 31 Desember 2023 87.231.803.848,00 
 

Mutasi tambah 

a. Pengembangan Nilai Aset Langsung: 

1. Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Komisi Yudisial 

R.I., sesuai kuitansi nomor: sesuai kontrak No.503/Perj/PPK-

1.KY/09/2023, Tanggal 07 September 2023 Pekerjaan Pengadaan 

Vertical/Roller Blind Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023,  SPM 

Tanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 00429/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 05 Oktober 2023,  Nomor: 231331302019688 sebesar 

Rp409.450.000,00; 

2. Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Komisi Yudisial 

R.I., sesuai kontrak No.577/Perj/PPK-1.KY/10/2023, Tanggal 04 

Oktober 2023 Pekerjaan Pos Security Pintu Masuk Dan Keluar 

Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023,  SPM Tanggal 21 

Desember 2023 Nomor: 00611/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 28 

Desember 2023 Nomor: 231331302030236 sebesar 

Rp495.000.000,00; 

3. Mencatat Perolehan Lainnya dari Kementerian Keuangan sesuai 

BAST Nomor: BA-46/KN/2023 tanggal 06 Juni 2023 berupa 
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Bangunan di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja 

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai 

Laporan Penilaian Nomor:Lap-0437/1/PRO-01/KNL.0702/01.01. 

00/2023  Tanggal 28 Desember 2023 bangunan seluas 855m² 

senilai Rp1.600.289.000,00. 

b. Koreksi Pencatatan 

Koreksi Pencatatan senilai 371.867.448,00 terdiri dari: 

1. Aset Tetap Renovasi yang sudah diserahterimakan dari 

Pemerintah Daerah menjadi Kantor Penghubung Nusa Tenggara 

Timur senilai Rp203.872.448,00; 

2. Aset Tetap Renovasi yang sudah diserahterimakan dari 

Pemerintah Daerah menjadi Kantor Penghubung Jawa Tengah 

senilai Rp117.079.000,00 dan Nilai Ekstrakomtabel Kantor 

Penghubung senilai Rp5.805.000,00; 

3. Renovasi ruang Ketua Komisi Yudisial RI senilai 

Rp45.111.000,00; 

 

 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp3.588.869.628,00 

 

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022  masing-masing adalah sebesar Rp3.588.869.628,00 

dan   Rp3.588.869.628,00.  Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 

31 Desember 2023 sebesar Rp96.263.422,00 setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar (Rp3.496.606.206,00). 

Tabel 23 
Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

(dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022 3.588.869.628,00 

Mutasi Tambah: 0,00 

Mutasi Kurang : 0,00 

Saldo per 31 Desember 2023 3.588.869.628,00 

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (3.496.606.206,00) 

Nilai Buku Per 31 Desember 2023 96.263.422,00 

 
Tabel 24 

Tabel Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Instalasi Generating Set 2 2.617.280.034,00 

2 Jaringan Building Automation System  1 803.853.994,00 
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No Uraian Barang Unit Rupiah 

3 Jaringan Listrik Lainnya 1 19.309.000,00 

4 Jaringan Dengan Media Udara Lainnya 1 38.760.000,00 

5 Jaringan Telepon Lainnya 3 109.666.600,00 

Jumlah 3.588.869.628,00 
 

 

Aset Tetap Lainnya  

Rp2.428.909.917,00 

C.2.5. Aset Tetap Lainnya 

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah Rp2.428.909.917,00 dan  Rp2.429.696.615,00 yang 

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam 

tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan. Nilai Netto Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp1.923.174.094,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 

(Rp505.735.823,00). 

Tabel 25 
Mutasi Aset Tetap Lainnya 

(dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022 2.429.696.615,00 

Mutasi Tambah: 0,00 

Pembelian 365.275.750,00 

Mutasi Kurang: 0,00 

Koreksi Pencatatan (366.062.448,00) 

Saldo per 31 Desember 2023 2.428.909.917,00 

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (505.735.823,00) 

Nilai Buku Per 31 Desember 2023 1.923.174.094,00 

Mutasi Tambah: 
1. Renovasi Rumah Dinas Pimpinan pekerjaan pembuatan ruang 

istirahat Patwal Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2023 di 

Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 429/SPK/PPK-

1.KY/08/2023 Tanggal 01 Agustus 2023  SPM Tanggal 30 

November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 01 

Desember 2023,  Nomor: 231331701002276   sebesar 

Rp90.101.250,00; 

2. Renovasi Ruang Tamu Rumah Dinas Kediaman Ketua Komisi 

Yudisial di Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 

445/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 09 Agustus 2023  SPM 

Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 01 Desember 2023,  Nomor: 231331701002276   sebesar 
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Rp151.138.500,00; 

3. Renovasi Ruang Tamu Rumah Dinas Kediaman Ketua Komisi 

Yudisial di Kemanggisan Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 

444/SPK/PPK-1.KY/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023  SPM 

Tanggal 30 November 2023 Nomor: 00539/KYRI/2023, SP2D  

Tanggal 01 Desember 2023,  Nomor: 231331701002276   sebesar 

Rp78.925.000,00. 

4. Renovasi Rumah Dinas Pimpinan berupa ruang istirahat Ketua 

Komisi Yudisial RI Tahun 2023 Komisi Yudisial di Kemanggisan 

Ilir, sesuai dengan SPK Nomor 558/K/PPK-1.KY/09/2023 Tanggal 

04 September 2023  SPM Tanggal 30 November 2023 Nomor: 

00634/KYRI/2023, SP2D  Tanggal 01 Desember 2023,  Nomor: 

231331701004041   sebesar Rp45.111.000,00. 

 Tabel 26 
Rincian Aset Tetap Lainnya 

(dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Aset Tetap Renovasi 8 1.232.250.085,00 

2 Bahan Perpustakaan Tercetak 3.754 611.685.312,00 

3 Bahan Perpustakaan Terekam dan 
Bentuk Mikro 

8 539.189.000,00 

4 Kartografi. Naskah dan Lukisan 9 45.785.520,00 

Jumlah 2.428.909.917,00 

Selain itu, terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi di 

Komisi Yudisial RI adalah kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor 

Penghubung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 

2023 yang belum diserahterimakan kepada pemilik kantor penghubung 

yang telah ditempati Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI  

berdasarkan Surat Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah dan 

rumah dinas Pejabat Negara milik Kementerian Sekretariat Negara. 

Tabel 27 
Rincian Aset Tetap Renovasi 

(dalam rupiah) 

No Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Nilai 

1 TA 2023 Kemensekneg di Jakarta  320.164.750,00 

2 TA 2022 Kemensekneg di Jakarta  311.351.805,00 

3 TA 2021 PKY di Sumatera Selatan 94.997.707,00  

4 TA 2019 PKY di Nusa Tenggara Barat    172.689.000,00  
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No Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Nilai 

5 TA 2018 PKY di Kalimantan Timur    106.067.500,00  

6 TA 2018 PKY di Nusa Tenggara Barat    124.200.520,00  

7 TA 2016 PKY di Sumatera Utara    102.778.803,00  

Jumlah 1.232.250.085,00  

Tabel 28 
Rincian Koreksi Pencatatan 

(dalam rupiah) 

No Uraian Nilai 

1 
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 
2023 Kemensekneg di Jakarta ke Gedung 

Bangunan Komisi Yudisial 

45.111.000,00 

2 

Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 
2021 PKY di  Nusa Tenggara Timur ke Gedung 
Bangunan Kantor Wilayah Penghubung  Nusa 
Tenggara Timur 

145.750.000,00 

3 

Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 
2019 PKY di  Jawa Tengah ke Gedung 
Bangunan Kantor Wilayah Penghubung  Jawa 
Tengah 

117.079.000,00  

4 

Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi TA 
2017 PKY di  Nusa Tenggara Timur ke Gedung 
Bangunan Kantor Wilayah Penghubung  Nusa 
Tenggara Timur 

58.122.448,00  

Jumlah 366.062.448,00  
 

 

Akumulasi Penyusutan 

(Rp65.261.101.240,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.6. Akumulasi Penyusutan  

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah (Rp65.261.101.240,00) dan 

(Rp62.444.756.140,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan 

kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian 

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam 

Pengerjaan (KDP). 

Tabel 29 
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 

(dalam rupiah) 

No Aset Tetap Akm. Penyusutan  

1 Tanah 0,00 

2 Peralatan dan Mesin (46.362.767.627,00) 

3 Gedung dan Bangunan (14.895.991.584,00) 

4 Jalan. Irigasi dan Jaringan (3.496.606.206,00) 

5 Aset Tetap Lainnya (505.735.823,00)  

Jumlah (65.261.101.240,00) 
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Aset Lainnya 

Rp2.815.724.708,00 

C.3 Aset Lainnya 

Saldo Aset Lainnya Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.815.724.708,00 

dan Rp148.751.425,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat 

dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset 

Lainnya pada Komisi Yudisial RI terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana 

Yang Dibatasi Penggunaanya dan Aset Lain-lain. 

 

Aset Tak Berwujud 

Rp2.165.701.060,00 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.1. Aset Tak Berwujud 

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah  Rp2.165.701.060,00 dan  Rp2.165.701.060,00. Aset Tak 

Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi 

tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi 

Yudisial berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang 

operasional kantor.  Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud 

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 30 

Mutasi Aset Tak Berwujud 
(dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022 2.165.701.060,00 

Mutasi Tambah: 0,00 

Mutasi Kurang : 0,00 

Saldo per 31 Desember 2023     2.165.701.060,00 

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (2.057.045.110,00) 

Nilai Buku Per 31 Desember 2023 108.655.950,00 

 
Tabel 31 

Rincian Aset Tak Berwujud 
(dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Jumlah 

1 Software 215 1.948.233.800,00 

2 Lisensi 54 123.616.760,00 

3 Aset Tak Berwujud Lainnya 1 93.850.500,00 

Jumlah 2.165.701.060,00 
 

 

Dana di Rekening 

Penampungan- 

Kementerian/ Lembaga 

C.3.2.  Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 

Nilai Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.696.802.508,00 



Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2023 (Audited) 

 

- 63 - 
 
Catatan: 
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 

 

 

 

 

Rp2.696.802.508,00 dan Rp0,00. Rekening penampungan Kementerian/ Lembaga di Komisi 

Yudisial disebabkan kontrak yang berita acara serah terima pekerjaan 

(BAST) pada tanggal 31 Desember 2023. Dana di Rekening 

Penampungan-Kementerian/ Lembaga terdiri dari: 

a. Penampungan RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya 

Perawatan Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 

Nomor: 001/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin 

Rp342.937.751,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 

Nomor: 00603/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, 

Nomor: 231330301000029 sebesar Rp0,00; 

b. Penampungan RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya 

Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Komisi Yudisial 

Tahun Anggaran 2023 Nomor: 002/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 

dengan nilai termin Rp655.426.757,00, sesuai SPM Tanggal 19 

Desember 2023 Nomor: 00604/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 

Desember 2023, Nomor: 231330301000030 sebesar Rp0,00; 

c. Penampungan RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya 

Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Penghubung 

Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023Nomor: 

003/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai termin 

Rp208.438.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 

Nomor: 00605/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, 

Nomor: 231330301000031 sebesar Rp0,00; 

d. Penampungan RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan 

Internet (Dedicated Mix 450 MBPS) Tahun 2023 Nomor: 

001/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin 

Rp294.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 

Nomor: 00606/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, 

Nomor: 231330301000120 sebesar Rp0,00; 

e. Penampungan RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan 

Internet Kantor Komisi Yudisial Dan Penghubung Komisi 

Yudisial Tahun 2023 Nomor: 004/SPK/PPK-4.KY/01/2023 

dengan nilai termin Rp696.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 

Desember 2023 Nomor: 00607/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 
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Desember 2023, Nomor: 231330301000119 sebesar Rp0,00; 

f. Penampungan RPATA atas Kontrak Langganan Backup Data 

Dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun 2023 Nomor: 

006/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin 

Rp500.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2023 

Nomor: 00608/KYRI/2023, SP2D Tanggal 21 Desember 2023, 

Nomor: 231330301000121 sebesar Rp0,00. 

 

Aset Lain-lain  

Rp2.748.463.716,00 

C.3.3. Aset Lain-lain 

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah Rp2.748.463.716,00 dan Rp583.638.380,00 yang merupakan 

barang milik negara (BMN) yang tidak lagi digunakan dalam 

operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses 

penghapusan dari BMN (aset tetap dan aset tak berwujud yang sudah 

tidak digunakan dalam operasional Komisi Yudisial).  

Tabel 32 
Mutasi Aset Lain-Lain 

(dalam rupiah) 

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022 583.638.380,00 

Mutasi Tambah: 0,00 

Pencatatan barang yang mau dihapuskan  2.393.622.651,00 

Mutasi Kurang: 0,00 

Usulan Penghapusan (228.797.315,00) 

Saldo per 31 Desember 2023 2.748.463.716,00 

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (583.638.380,00) 

Nilai Buku Per 31 Desember 2023 2.164.825.336,00 

 
Tabel 33 

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan 
 (dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Alat Kantor 12 89.182.280,00 

2 Alat Rumah Tangga 146 775.072.666,00 

3 Alat Studio 14 159.399.300,00 

4 Alat Komunikasi 13 43.132.515,00 

5 Alat Kedokteran 1 1.835.000,00 

6 Unit Alat Laboratorium 1 3.500.000,00 

7 Alat Khusus Kepolisian 4 6.820.000,00 
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No Uraian Barang Unit Rupiah 

8 Komputer Unit 102 1.053.612.310,00 

9 Peralatan Komputer 34 231.567.260,00 

10 Alat Kerja Penerbangan 5 29.501.320,00 

Jumlah 2.393.622.651,00 

 
Tabel 34 

Usulan Penghapusan 
 (dalam rupiah) 

No Uraian Barang Unit Rupiah 

1 Alat Kantor 2 2.805.000,00 

2 Alat Rumah Tangga 17 54.615.140,00 

3 Alat Studio 2 23.175.600,00 

4 Alat Komunikasi 1 318.255,00 

5 Alat Kedokteran 10 118.340.000,00 

6 Unit Alat Laboratorium 4 18.817.000,00 

7 Alat Khusus Kepolisian 2 10.726.320,00 

Jumlah 38 228.797.315,00 
 

 

 

Akumulasi Penyusutan 

Aset Lainnya 

(Rp4.795.242.576,00) 

 

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya 

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 

(Rp4.795.242.576,00) dan (Rp2.600.588.015,00). Akumulasi 

Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang 

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. 

 

Tabel 35 

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 

(dalam rupiah) 

No Aset Lainnya Akm Penyusutan  

1 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 
Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 

(2.154.559.086,00) 

2 Akumulasi Amortisasi Software (1.948.233.800,00) 

3 Akumulasi Amortisasi Lisensi     (108.811.310,00) 

4 Aset Tak Berwujud Lainnya 0,00 

5 
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak 
digunakan dalam Operasional Pemerintahan 

(583.638.380,00) 

Jumlah (4.795.242.576,00) 
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Kewajiban Jangka 

Pendek 

Rp3.187.050.408,00 

C.4 Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah 

yang timbul dari peristiwa masa lalu dan  diharapkan akan dibayar 

kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Komisi Yudisial RI per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 

Rp3.187.050.408,00 dan Rp292.847.417,00. 

 

 

Utang kepada Pihak 

Ketiga 

Rp2.923.945.008,00 

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.923.945.008,00 dan    

Rp271.727.085,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja 

yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus 

segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang 

dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari: 

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar 

Rp219.312.500,00 terdiri dari: 

a. Beban Langganan Listrik Kantor Komisi Yudisial Tahun 2023 

senilai Rp177.933.357,00; 

b. Beban Langganan Indihome Komisi Yudisial Tahun 2023  

senilai Rp10.887.627,00; 

c. Beban Langganan Listrik Kantor Penghubung Tahun 2023  

senilai Rp8.133.920,00; 

d. Beban Langganan Indihome Kantor Penghubung Tahun 2023  

senilai Rp7.710.456,00; 

e. Beban Langganan Telepon Kantor Penghubung Komisi 

Yudisial  senilai Rp1.115.447,00; 

f. Beban Langganan Air Kantor Penghubung Komisi Yudisial  

senilai Rp3.331.693,00; 

g. Beban Pemeliharaan Lingkungan Penghubung Komisi 

Yudisial  senilai Rp10.200.000,00. 

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang 

Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, pemerintah 
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menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan 

anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun 

anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir 

tahun anggaran (RPATA). Di Komisi Yudisial RPATA senilai 

Rp2.696.802.508,00 terdiri dari: 

a. RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Perawatan Gedung 

Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 Nomor: 001/PERJ/PPK-

1.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp342.937.751,00; 

b. RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan 

Layanan Perkantoran Kantor Komisi Yudisial Tahun Anggaran 

2023 Nomor: 002/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai 

termin Rp655.426.757,00;  

c. RPATA atas Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan 

Layanan Perkantoran Kantor Penghubung Komisi Yudisial di 

Daerah  Nomor: 003/PERJ/PPK-1.KY/01/2023 dengan nilai 

termin Rp208.438.000,00; 

d. RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan Internet (Dedicated 

Mix 450 MBPS) Tahun 2023 Nomor: 001/SPK/PPK-

4.KY/01/2023 dengan nilai termin Rp294.000.000,00; 

e. RPATA atas Kontrak Penyediaan Layanan Internet Kantor 

Komisi Yudisial Dan Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2023 

Nomor: 004/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin 

Rp696.000.000,00; 

f. RPATA atas Kontrak Langganan Backup Data Dan Aplikasi  

Nomor: 006/SPK/PPK-4.KY/01/2023 dengan nilai termin 

Rp500.000.000,00. 

 

 

Pendapatan Diterima  

diMuka 

Rp117.823.833,00 

 

 

 

 

 

 

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka 

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 sebesar Rp117.823.833,00 dan   Rp21.120.332,00. 

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah 

diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat 

kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Keseluruhan Pendapatan 

Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari 

pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu 
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tahun.  

Rincian Pendapatan Di Terima Dimuka yaitu berupa Pendapatan 

diterima dimuka berupa Sewa Tanah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai 

Rp96.628.500,00. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan untuk 

ATM dan Kantor BRI di Gedung Komisi Yudisial Perjanjian Nomor: 

PERJ-02/BU.KY/09/2022 tanggal 26 September 2022 adendum 

pertama sewa menyewa sebagian gedung untuk kantor kas dan 

ATM BRI Nomor: PERJ-03/BU.KY/02/2023 tanggal 15 Februari 

2023, dengan  periode sewa 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 

2024 sebesar Rp193.257.000,00; 

2. Gedung dan Bangunan untuk Kantin Komisi Yudisial sebesar 

Rp21.195.333,00 sesuai Perjanjian Nomor: PERJ-

01/BU.KY/09/2023 tanggal 01 September 2023. dengan  periode 

sewa 1 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024 dengan nilai 

kontrak sebesar 31.793.000,00. 

 

 

Utang Jangka Pendek 

Lainnya 

Rp145.281.567,00 

C.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya 

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing sebesar Rp145.281.567,00 dan    

Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah  pajak yang dipungut 

oleh Bendahara Pengeluaran, namun sampai dengan tanggal pelaporan 

masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala 

dalam proses penyetoran. 

 

 

Ekuitas 

Rp389.372.908.295,00 

C.5 Ekuitas  

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

Rp389.372.908.295,00 dan  Rp382.212.647.545,00. Ekuitas adalah 

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam 

Laporan perubahan Ekuitas. 
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D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

 Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional 

adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan 

dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari 

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

 

 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak Lainnya 

Rp139.477.130,00 

D.1.  Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 

Jumlah Pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode 

yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp139.477.130,00 dan Rp122.140.668,00. Terjadi kenaikan sebesar 

Rp17.336.462,00 atau sebesar 14,19 persen. Pendapatan tersebut 

terdiri dari: 

Tabel 36 

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

Uraian 
31 Desember 

2023 
31 Desember 

2022 
% 

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung 

dan Bangunan 

128.346.499,00 116.860.668,00 9,83 

Pendapatan Denda Penyelesaian 

Pekerjaan Pemerintah 

11.130.631,00 5.280.000,00 110,81 

Jumlah 139.477.130,00 122.140.668,00 14,19 

Pendapatan negara bukan pajak akrual berasal dari: 

1.  Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai 

Rp128.346.499,00 sebagai berikut: 

a) Sewa Kantor BRI dan ATM periode 01 Januari 2023 s.d. 31 

Desember 2023 sebesar Rp96.628.500,00, sesuai Perjanjian 

Nomor: PERJ.02/BU.KY/09/2022 periode 1 Januari 2023 

s.d. 31 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar 

Rp193.257.000,00; 

b) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 

Januari 2023 s.d 31 Agustus 2023 sebesar 

Rp21.120.332,00 Pendapatan tersebut merupakan 

Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios 
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kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 

Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/08/2022 

periode 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dengan 

nilai kontrak sebesar Rp31.680.500,00; 

c) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 

September 2023 s.d 31 Desember 2023 sebesar 

Rp10.597.667,00 Pendapatan tersebut merupakan 

Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios 

kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 

Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/09/2023 

periode 1 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024 dengan 

nilai kontrak sebesar Rp31.793.000,00. 

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai 

Rp11.130.631,00 sebagai berikut: 

a)  Pendapatan denda sesuai Kontrak Nomor: 577/PERJ/PPK-

1.KY/10/2023 tanggal 08 Desember 2023 senilai 

Rp10.256.757,00; 

b) Pendapatan denda sesuai Kontrak Nomor: 712/PPK-1.KY/ 

11/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp873.874,00. 

 

Beban  Pegawai 

Rp41.168.019.178,00 

 

D.2.   Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

masing-masing sebesar Rp41.168.019.178,00 dan 

Rp36.348.917.020,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp4.819.102.158,00 atau sebesar 13,26 persen 

dari tahun sebelumnya. Beban Pegawai adalah beban atas 

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus 

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali 

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.  
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Tabel 37 

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

Uraian Jenis Beban 31 Desember 2023 31 Desember 2022 
Naik 

(Turun) 
 % 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan PNS 

13.003.660.155,00  12.649.794.160,00  2,80 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan Pejabat Negara 

9.140.262.376,00  9.149.525.520,00  (0,10) 

Belanja Gaji Pegawai 
Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) 
dan Tunjangan PPPK 

203.247.407,00 0,00 ~ 

Belanja Honorarium 6.214.678.050,00 3.669.603.640,00 69,36 

Belanja Tunj.Khusus  12.606.171.190,00 10.879.993.700,00 15,87 

Jumlah 41.168.019.178,00  36.348.917.020,00  13,26 

 

Grafik 8 

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 

 

Beban  Persediaan 

Rp1.754.621.495,00 

D.3.   Beban Persediaan 

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

masing-masing sebesar Rp1.754.621.495,00 dan Rp1.725.042.288,00. Saldo 

tersebut naik sebesar Rp29.579.207,00 atau sebesar 1,71 persen dari tahun 

sebelumnya. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat 

konsumsi atas barang-barang  yang habis pakai, termasuk barang-barang 

hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian 

Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan PNS
13.003.660.155

32%

Belanja Gaji dan 
Tunjangan Pejabat 

Negara
9.140.262.376

22%Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
203.247.407

0%

Belanja Honorarium
6.214.678.050

15%

Belanja Tunj.Khusus 
12.606.171.190

31%
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berikut: 

 
Tabel 38 

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

Uraian Jenis Beban 31 Desember 2023  
31 Desember 

2022  

Naik 
(Turun) 

% 

Beban Persediaan 
Konsumsi 

1.253.788.619,00 991.647.793,00 26,43 

Beban Persediaan Bahan 
Baku 

29.226.100,00 131.519.350,00 (77,78) 

Beban Persediaan Lainnya 471.606.776,00 601.875.145,00 (21,64) 

Jumlah Beban Persediaan 1.754.621.495,00 1.725.042.288,00 1,71 

 

Grafik 9 

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beban Barang dan Jasa 

Rp63.178.909.049,00 

 

D.4.  Beban Barang dan Jasa 

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.178.909.049,00 dan 

Rp58.063.593.261,00. Saldo tersebut naik sebesar 

Rp5.115.315.788,00 atau sebesar 8,81 persen dari tahun 

sebelumnya, kenaikan beban barang dan jasa terjadi karena 

penambahan 8 kantor Penghubung baru, sehingga terdapat 

penambahan biaya sewa kantor penghubung baru, listrik, air dan 

keperluan perkantoran. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi 

atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 

dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: 

1.253.788.619

29.226.100

471.606.776

991.647.793

131.519.350

601.875.145

Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan
Baku

Beban Persediaan Lainnya

31 Desember 2023
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Tabel 39 

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

Uraian Jenis Beban 
31 Desember 

2023  

31 Desember 

2022  

Naik 

(Turun) 

% 

Beban Keperluan 
Perkantoran 

19.467.275.071,00 14.232.832.055,00 36,78 

Beban Penambah 
Daya Tahan Tubuh 

141.571.100,00  720.580.317,00 (80,35) 

Beban Pengiriman 
Surat Dinas Pos Pusat 

385.527.100,00 594.488.758,00 (35,15) 

Beban Honor 
Operasional Satuan 
Kerja 

2.265.524.000,00 2.211.786.000,00 2,43 

Beban Barang 
Operasional Lainnya 

6.492.797.769,00 6.561.184.909,00 (1,04) 

Beban Barang 
Operasional-
Penanganan Pandemi 
COVID-19 

452.017.560,00 1.747.644.164,00 (74,14) 

Beban Bahan 4.380.231.512,00 2.682.305.293,00 63,30 

Beban Honor Output 
Kegiatan 

2.230.650.000,00 2.134.290.000,00 4,51 

Beban Barang Non 
Operasional Lainnya 

2.603.758.400,00 4.797.362.766,00 (45,73) 

Beban Barang Non 
Operasional - 
Penanganan Pandemi 
COVID-19 

201.055.607,00 82.215.000,00 144,55 

Beban Langganan 
Listrik 

2.498.071.769,00 2.039.793.138,00 22,47 

Beban Langganan 
Telepon 

249.309.935,00 302.743.174,00 (17,65) 

Beban Langganan Air 74.679.941,00 55.276.498,00 35,10 

Beban Jasa Pos dan 
Giro 

49.932.266,00 94.041.900,00 (46,90) 

Beban Jasa Konsultan 3.456.790.250,00 148.996.000,00 2.220,06 

Beban Sewa 8.834.280.560,00 6.690.502.193,00 33,07 

Beban Jasa Profesi 3.910.055.000,00 5.193.700.000,00 (24,72) 

Beban Jasa Lainnya 5.432.556.052,00 6.855.846.923,00 (20,76) 

Beban Jasa - 

Penanganan Pandemi 
COVID-19 

1.097.000,00 829.752.421,00 (99,87) 

Beban Aset 
Ekstrakomtabel 
Peralatan dan Mesin 

51.728.157,00 88.251.752,00 (41,39) 

Jumlah 63.178.909.049,00 58.063.593.261,00 8,93 
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Grafik 10 

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 

 

 

Beban Pemeliharaan 

Rp10.476.143.739,00 

 

D.5.  Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-

masing sebesar Rp10.476.143.739,00 dan Rp8.335.378.617,00. 

Saldo tersebut turun sebesar Rp2.140.765.122,00 atau sebesar 25,68 

dari tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya 

yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban 

pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai 

berikut: 

Beban Keperluan 

Perkantoran, 

19.467.275.071, 31%

Beban Penambah Daya 

Tahan Tubuh, 

141.571.100, 0%

Beban Honor Output 

Kegiatan, 

2.230.650.000, 4%

Beban Pengiriman 

Surat Dinas Pos 

Pusat, 385.527.100, 
1%

Beban Honor 

Operasional Satuan 

Kerja, 2.265.524.000, 
4%

Beban Barang 

Operasional Lainnya, 

6.492.797.769, 10%

Beban Barang 

Operasional-

Penanganan Pandemi 
COVID-19, 

452.017.560, 1%

Beban Bahan, 4.380.231.512, 

7%

Beban Barang Non 

Operasional Lainnya, 

2.603.758.400, 4%

Beban Barang Non 

Operasional -

Penanganan Pandemi 
COVID-19, 

201.055.607, 0%

Beban Langganan 

Listrik, 2.498.071.769, 

4%

Beban Langganan 

Telepon, 249.309.935, 

0%

Beban Jasa 

Konsultan, 

3.456.790.250, 5%

Beban Langganan 

Air, 74.679.941, 0%

Beban Jasa 

Profesi, 

3.910.055.000, 
6%

Beban Jasa Pos dan 

Giro, 49.932.266, 0%

Beban Sewa, 

8.834.280.560, 14%

Beban Jasa -

Penanganan Pandemi 

COVID-19, 1.097.000, 
0%

Beban Jasa 

Lainnya, 

5.432.556.052, 9%

Beban Aset 

Ekstrakomtabel 

Peralatan dan Mesin, 
51.728.157, 0%
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Tabel 40 

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022  

(dalam rupiah) 

Uraian Jenis Beban 31 Desember 2023  31 Desember 2022  

Naik 
(Turun)  

% 

Beban Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 

5.320.130.761,00 4.203.873.475,00 26,55 

Beban Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 
Lainnya 

871.466.600,00 149.375.675,00 485,25 

Beban Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

2.684.468.378,00 2.982.485.583,00 -9,99 

Beban Pemeliharaan 
Jaringan 

195.000.000,00 196.500.000,00 -0,76 

Beben Persediaan 
Bahan Untuk 
Pemeliharaan 

420.483.000,00 72.550.484,00 479,57 

Beban Persediaan Suku 
Cadang 

978.790.000,00 712.486.500,00 37,33 

Beban Aset 
Ekstrakomtabel 
Gedung dan Bangunan  

5.805.000,00 18.106.900,00 -67,94 

Jumlah 10.476.143.739,00 8.335.378.617,00 25,71 

 
Grafik 11 

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023

 

 

Beban Perjalanan Dinas 

Rp48.968.019.490,00 

 

D.6.  Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

masing-masing sebesar Rp48.968.019.490,00 dan 

Rp44.515.612.580,00. Saldo tersebut naik sebesar 

Rp4.452.406.910,00 atau sebesar 10,00 persen dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2022 terdapat blokir Automatic Adjusment 

sebagian besar adalah perjalanan dinas dalam negeri, tetapi sampai 

Beban Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan Lainnya, 871.466.600, 

8% Beban Pemeliharaan Jaringan, 195.000.000, 
2%

Beban Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin, 2.684.468.378, 26%

Beban Persediaan 
Suku Cadang, 

978.790.000, 9%

Beban Aset Ekstrakomtabel 
Gedung dan Bangunan , 

5.805.000, 0%

Beben Persediaan Bahan Untuk 
Pemeliharaan, 420.483.000, 4%

Beban Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan, 

5.320.130.761, 51%
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akhir tahun belanja perjalanan dinas dalam negeri masih tetap 

terblokir. Berbeda dengan tahun 2023, Komisi Yudisial terdapat 

blokir Automatic Adjusment perjalanan dinas dalam negeri, namun 

sampai akhir tahun sudah terbuka blokir Automatic Adjusment. 

Kondisi ini yang menyebabkan secara tidak langsung belanja 

perjalanan dinas tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. 

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 41 

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

Uraian Jenis Beban 31 Desember 2023  31 Desember 2022  

Naik 
(Turun) 

% 

Beban Perjalanan Biasa 33.445.009.202,00 31.428.366.023,00 6,42 

Beban Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 

1.322.204.500,00 1.048.655.760,00 26,09 

Beban Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Dalam 
Kota 

2.641.812.483,00 2.126.516.696,00 24,23 

Beban Perjalanan Dinas 
Paket Meeting Luar 
Kota 

10.076.072.723,00 9.274.697.364,00 8,64 

Beban Perjalanan Biasa 
- Luar Negeri 

1.482.920.582,00 368.797.250,00 302,10 

Beban Perjalanan 

Lainnya - Luar Negeri 
0 268.579.487,00 (100,00) 

Jumlah 48.968.019.490,00 44.515.612.580,00 (10,00) 

 

Grafik 12 

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 

 

Beban Perjalanan Biasa, 

33.445.009.202, 68%

Beban Perjalanan 

Dinas Dalam Kota, 

1.322.204.500 , 3%

Beban Perjalanan 

Dinas Paket Meeting 

Dalam Kota, 
2.641.812.483, 5%

Beban Perjalanan 

Dinas Paket Meeting 

Luar Kota, 
10.076.072.723, 21%

Beban Perjalanan 

Biasa - Luar Negeri, 

1.482.920.582, 3%
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Beban Barang Untuk 

Diserahkan Kepada 

Masyarakat 

Rp1.289.917.300,00 

D.7.  Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 

Rp1.289.917.300,00 dan Rp1.744.312.200,00. Saldo tersebut turun 

sebesar Rp454.394.900,00 atau sebesar 26,05 persen dari tahun 

sebelumnya. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa 

kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 42 

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 

Per 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

 
 

Uraian Jenis Beban 31 Desember 2023  31 Desember 2022  
Naik 

(Turun) 

% 

Beban Barang Persediaan 
Lainnya untuk Dijual/Diserahkan 
Ke Masyarakat 

1.289.917.300,00 1.744.012.200,00 (26,04) 

Beban Persediaan Peralatan dan 
Mesin  untuk dijual atau 
diserahkan kepada Masyarakat 

0,00 300.000,00 (100,00) 

Jumlah 1.289.917.300,00 1.744.312.200,00 (26,05) 

 

 

Beban Penyusutan dan 

Amortisasi 

Rp5.556.564.436,00 

D.8.  Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.556.564.436,00 dan 

Rp5.072.162.087,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp484.402.349,00 

atau sebesar 9,55 persen dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan 

merupakan beban untuk mencatat alokasi  sistematis atas nilai 

suatu  aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi 

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi 

untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 43 

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  

Per 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam rupiah) 

Uraian Jenis Beban 
31 Desember 

2023  
31 Desember 

2022  

Naik 
(Turun) 

% 

Beban Penyusutan Peralatan 
dan Mesin 

3.104.510.226,00 2.555.701.589,00 21,47 

Beban Penyusutan Gedung 
dan Bangunan 

2.401.720.930,00 2.319.220.026,00 3,56 

Beban Penyusutan Jaringan 7.904.055,00 7.904.055,00 0,00 

Beban Amortisasi Software 29.689.875,00 156.898.923,00 (81,08) 

Beban Amortisasi Lisensi 7.530.600,00 20.592.520,00 (63,43) 

Beban Amortisasi Aset Tak 
Berwujud yang tidak 
digunakan Dalam 
Operasional Pemerintahan 

2.875.000,00 0,00 ̃ 

Beban Penyusutan Aset Tetap 
yang Tidak Digunakan dalam 
Operasional Pemerintah 

2.333.750,00 11.844.974,00 (80,30) 

Jumlah 5.556.564.436,00 5.072.162.087,00 9,55 

Grafik 13 

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendapatan Pelepasan 

Aset Non Lancar  

Rp818.196.810,00 

D.9.  Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 

2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp818.196.810,00 

dan Rp304.826.806,00. Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil 

penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena 

pemakaian dan faktor usia barang. 

Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin, 

3.104.510.226, 56%
Beban Penyusutan 

Jaringan, 7.904.055, 

0%

Beban Amortisasi 

Software, 29.689.875, 

1%

Beban Amortisasi Aset 

Tak Berwujud yang 

tidak digunakan 
Dalam Operasional 

Pemerintahan, 

2.875.000, 0%

Beban Penyusutan 

Gedung dan 

Bangunan, 
2.401.720.930, 43%

Beban Amortisasi 

Lisensi, 7.530.600, 0%

Beban Penyusutan Aset Tetap 

yang Tidak Digunakan dalam 

Operasional Pemerintah, 
2.333.750, 0%
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Beban Pelepasan Aset 

Non Lancar 

Rp2.145.264,00 

D.10.  Beban Pelepasan Aset Non Lancar 

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.145.264,00 dan 

Rp385.009.106,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban 

yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah 

satunya berkurangnya aset tetap. 

 

Pendapatan dari 

Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

Rp5.629.659.255,00 

D.11.  Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 

Rp5.629.659.255,00 dan Rp74.504.339,00. Rincian Pendapatan dari 

Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai 

berikut:  

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 

sebesar Rp39.513.820,00; 

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 

sebesar Rp173.907.435,00; 

3. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp5.416.238.000,00. 

 

Beban dari Kegiatan 

Non Operasional 

Lainnya 

Rp73.079.848,00 

D.12.  Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 

Rp73.079.848,00 dan dan Rp2.983.014,00. 

 

Surplus/ (Defisit) - LO 

(Rp165.880.086.604,00) 

D.13.  Surplus / (Defisit) - LO 

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah masing-masing sebesar (Rp165.880.086.604,00) dan 

(Rp155.691.538.360,00) 

  

 




























